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Untuk meningkatkan pelayanan kepada public, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melakukan terobosan dengan membuat sebuah program 
pemberian informasi pelayanan perizinan melalui website. Dengan menggunakan metode 
kualitatif ((Malo, 2003), penelitian ini akan mengkaji efektifitas dari program pemberian 
informasi pelayanan perizinan melalui website dalam meningkatkan kualitas pelayanan public 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Efektifitas ini akan 
dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007) yang 
mengatakan untuk melihat efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indicator, 
antara lain: bagaimana pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, 
dan adanya perubahan yang nyata. Temuan penelitian menggambarkan program pemberian 
informasi pelayanan melalui website yang dijalankan oleh DPM-PTSP tidak efektif. Terdapat dua 
faktor yang membuat pelayanan melalui website SIP2T tidak efektif, yaitu: kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pelayanan 
melalui website sehingga masih ada saja masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus 
perizinan. Faktor lain adalah waktu pelaksanaan pengurusan perizinan yang belum sesuai SOP 
yang telah di tetapkan, yang terbukti dari masyarakat masih kesulitan dalam mengakses website 
SIP2T. hal ini menunjukan masih tidak efektivitasnya pelayanan melalui website SIP2T.  
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ABSTRACT 
To improve services to the public, the Investment Service and One Stop Integrated Services 
(DPM-PTSP) made a breakthrough by creating a program to provide information on licensing 
services through the website. By using qualitative methods ((Malo, 2003), this study will examine 
the effectiveness of the licensing service information provision program through the website in 
improving the quality of public services at the Manado City Investment and One Stop Integrated 
Services Agency. This effectiveness will be examined using the approach stated by Edy Sutrisno 
(2007) who says to see the effectiveness of a program can be seen from several indicators, 
including: how to understand the program, right on target, on time, to achieve goals, and there are 
real changes. which is run by DPM-PTSP is ineffective. There are two factors that make services 
through the SIP2T website ineffective, namely: lack of socialization to the community so that there 
are still many people who do not know about services through the website so that there are still 
people who come to the office to ask. take care of permits. Another factor is the implementation 
time of licensing that is not in accordance with the SOP that has been determined, which is evident 
from the community that it is still difficult to access the SIP2T website. This shows the 
ineffectiveness of services through the SIP2T website. 
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 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT 
PENDAHULUAN 
Era digital seperti sekarang ini membuat media yang berbasis online sangat di butuhkan 
oleh masyarakat, karena dengan media online masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama 
untuk dapat mengetahui suatu informasi dan mengurus segala sesuatu yang di perlukan lewat 
media berbasis online. Dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, yaitu adanya pandemi Covid-
19 media berbasis online sangat di butuhkan atau sangat bermanfaat bagi banyak pihak karena 
mengingat adanya virus Covid-19 ini membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas diluar 
rumah. masyarakat membutuhkan sesuatu yang praktis untuk mendapat informasi atau 
mengurus keperluan yang di butuhkan dengan media elektronik, apalagi dengan adanya 
himbauan dari pemerintah agar seluruh masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. 
Kegiatan melalui media berbasis online ini membantu banyak pihak untuk dapat melaksanakan 
aktivitasnya dengan hanya diam dirumah saja.  Hadirnya media berbasis online ini semakin 
mempermudah dan mempercepat berbagai macam aktivitas yang dilakukan dalam keseharian. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Manado, 
Berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 tahun 2016 bagian ke enam pasal 11 
mengenai “Bidang data, Informasi, Pengaduan Pengawasan dan Regulasi” dalam mewujudkan 
salah satu tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP dengan menyelenggarakan kegiatan teknis 
oprasional data, informasi dan pelayanan pengaduan dan regulasi. DPM-PTSP telah melakukan 
Inovasi pelayanan dengan melakukan tanda tangan perizinan dan non perizinan berbasis 
elektronik. Sebuah inovasi pelayanan perizinan yang memberikan kecepatan waktu kepada 
masyarakat pengguna layanan dalam melakukan pengurusan perizinan. Masyarakat atau 
sebagai pemohon izin yang ada di Kota Manado tidak lagi diribetkan dengan harus melewati 
Prosedur yang Panjang untuk datang ke kantor dalam mengurus berbagai izin usaha. 
Sebelumnya masyarakat pemohon izin yang akan mengurus permohonan izin harus bolak-balik 
untuk mengurus perizinan usahanya. Belum lagi kendala prosedur serta persyaratan yang 
kurang di ketahui dan biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak, di luar biaya-biaya retribusi 
perizinan itu sendiri, misalnya biaya transportasi untuk bolak-balik, biaya fotokopi, dan biaya-
biaya tidak terduga lainnya. Akibatnya waktu yang dibutuhkan akan semakin lama dan tenaga 
yang dimiliki juga terkuras.  
Inovasi dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan 
membuat sistem informasi online melalui Website yang di beri nama SIP2T atau Sistem 
Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan kualitas pelayanan. masyarakat 
sebagai pemohon izin semakin dipermudah dalam melakukan permohonan izin, dimana dalam 
mengakses website tersebut masyarakat kota manado khususnya pelaku usaha yang akan 
mengurus perizinan dapat melihat berbagai Informasi mengenai syarat-syarat dalam mengurus 
perizinan dan dapat mendaftar memalui website serta dapat memantau sudah sejauh mana 
proses pengurasan perizinan yang dibuat dan banyak lagi informasi yang terdapat dalam 
website tersebut. SIP2T DPM-PTSP Kota Manado merupakan Layanan Perizinan Online sebagai 
komitmen dari DPM-PTSP untuk melayani masyarakat Kota Manado dengan mempermudah 
pengurusan perizinan maupun non perizinan dimana DPM-PTSP Kota Manado merupakan 
Lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Manado. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Manado memberikan berbagai pelayanan izin usaha. juga mempunyai kewenangan 
menertibkan dan menandatangani perizinan dan atau non perizinan atas nama Kepala Daerah.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado mempunyai 
peran strategis dalam menunjang pencapaian misi ke 4 Kota Manado yaitu “membangun kota 
yang memiliki “Daya Saing” dengan beorientasi pada peningkatan Tarik investasi serta kualitas 
pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi”. Dengan tujuan dan sasaran misi 
tersebut adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, daya saing 
ekonomi kota, serta sistem pelayanan publik dan perizinan yang cepat dan nyaman” Dengan 
sasarannya; meningkatkan jumlah investor/ nilai investasi di Kota Manado, Meningkatnya 
kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.  
Meskipun masyarakat semakin di permudah dalam mengurus perizinan dan dapat 
mengakses informasi oleh DPM-PTPS Kota Manado melalui website, masih ada saja kendala 
yang di hadapi oleh masyarakat sebagai pemohon izin, untuk mendapatkan Akses Permohonan 
Perizinan Baru secara online harus mendaftar langsung ke kantor DPM-PTSP Kota Manado 
terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan penguluran waktu untuk membuat Permohonan 




A. Konsep Efektivitas 
Menurut Sondang P. Siagian (2001; 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 
sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 
menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan 
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.  Sejalan dengan pemahaman 
tersebut, Abdurahmat (2003; 92) juga mendefinisikan tentang efektivitas “Efektivitas adalah 
pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Melihat 
dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa Efektivitas adalah keberhasilan dari sasaran 
yang di telah tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana/prasarana yang ada sesuai 
dengan ketepatan waktu dan tercapainya sasaran kegiatan. Dengan penjelasan diatas dapat 
dilihat juga pemahaman teori efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) yang 
terdiri dari beberapa indikator antara lain:  
1. Pemahaman Program 
2. Tepat Sasaran 
3. Tepat Waktu 
4. Tercapainya Tujuan 
5. Perubahan Nyata.  
Efektivitas selalu di ukur berdasarkan prestasi dan produktivitas. Dalam mengukur 
efektivitas suatu organisasi dapat di lihat dari pemahan menurut David Krech, Ricard S. 
Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip 
Sudarwan Danim (2004:119-120) dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas 
Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, yaitu: 
a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, yang di maksud disini adalah berupa kuantitas 
atau bentuk fisik dari organisasi, baik itu program atau kegiatan. Dapat dilihat dari 
perbandingan antara masukan dengan keluaran (input-output). 
b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya dilihat berdasarkan banyaknya jumlah dan 
berdasarkan mutu. 
c. Produk kreatif, artinya program yang di ciptakan berdasarkan kondisi yang kondusif 
dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan. 
d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu 
tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang 
tinggi. 
Menunjuk pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan 
fungsi-fungsinya secara optimal. Sondang P. Siagian mengemukakan beberapa kriteria atau 
ukuran pencapaian tujuan atau sasaran secara efektif atau tidak efektif yaitu sebagai berikut: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat 
tercapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan suatu petunjuk yang diikuti 
dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran yang telah ditentukan dalam pencapaian 
tujuan organisasi.  
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang 
hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijaksanaan harus 
mampu menjembatangi tujuan – tujuan dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan 
operasional. 
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya harus memutuskan sejak dini apa yang 
akan dikerjakan oleh organisasi di masa yang akan datang.  
5. Penyusunan program yang tepat, suatu program yang baik masih perlu dijabarkan 
dalam program – program pelaksanaan yang tepat. 
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi 
adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang 
tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.  
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, dengan adanya program yang direncanakan 
secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan tugas organisasi semakin didekatkan 
dengan tujuan yang diharapkan. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat 
manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 
sistem pengawasan dan pengendalian. 
Dari pendapat para ahli tersebut, dapat pahami bahwa apabila sasaran atau tujuan 
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka dapat dinamakan efektif, tetapi apabila 
sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, maka pekerjaan 
tersebut tidak efektif. 
Menurut (Julia, 2010: 26) Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat 
perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. 
Suatu program yang dibuat dapat dikatakan efektif apabila usaha dan tindakan yang dilakukan 
dapat terwujud sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur 
untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. 
(Claudia P, Jhon K, & Neni Kumayas ; 2019) juga menjelaskan “Efektivitas program dapat 
dijalankan dengan kemampuan oprasional dalam melaksanakan program-program kerja yang 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Ini menunjukan  penyesuaian untuk 
meningkatkan kinerja sistem. 
Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), Efektivitas suatu 
program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:  
1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas 
atau fungsinya. 
2. Aspek ketentuan dan peraturan, Efektivitas suatu program dapat juga dilihat dari 
berfungsinya aturan yang telah dibuat dalam berlangsungnya proses kegiatan.  
3. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif apabila 
hasil yang di dapat sesuai dengan tujuan atau kondisi ideal program. 
 
B.  Konsep Sistem Informasi 
Menurut (Jogiyanto;2009) Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa 
komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008: 4), Informasi merupakan 
hasil pemrosesan data (fakta) menjadi sesuatu yang bermakna dan bernilai untuk pengambilan 
keputusan. Informasi tidak dapat terlepas dari aspek kehidupan manusia. Siapa, kapan, dan di 
manapun seseorang akan membutuhkan informasi,  
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi 
Pelayanan Publik Nasional, menjelaskan bahwa sistem informasi pelayanan publik yang 
selanjutnya disebut sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada 
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan maupun tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, 
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. 
Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008, 5) dalam (Mustikowati, Purnama, & Sukadi, 
2012) juga menjelaskan tentang sistem informasi, “merupakan serangkaian komponen berupa 
manusia, prosedur, data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan 
sebuah proses untuk pengambilan keputusan guna penunjang keberhasilan bagi setiap 
organisasi (dalam pencapaian tujuan)”. Dengan adanya penjelasan mengenai sistem informasi 
berarti sejalan dengan di bentuknya SIP2T oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Menurut Leman (1998), dikutip dalam (Nursahid, Riasti, & 
Purnama, 2012). Komponen Sistem Informasi terdiri dari: 
1. Hardware (perangkat keras), terdiri dari komputer, printer dan jaringan. 
2. Software, kumpulan perintah yang ditulis dengan aturan untuk memerintah 
komputer melaksanakan tugas tertentu. 
3. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut 
untuk menghasilkan informasi. 
4. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator dan pimpinan. 
Prosedur, dokumentasi proses sistem buku penuntun operasional (aplikasi) dan 
teknis Iklan 
E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. E- Government 
adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan 
teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, 
pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, 
pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.  
E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan 
publik yang berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan 
publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Tipe e-government G2C 
(Government to Citizens) Merupakan aplikasi e-government  yang paling umum, yaitu dimana 
pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan 
tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata 
lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk 
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai 
kebutuhan pelayanan sehari-hari.  
Tujuan pembangunan e-government yaitu: 
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan 
perubahan secara efektif. 
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. 
4. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat 
waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat; 
5. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha; 
6. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta 
penyediaan fasilitas dialog publik; 
7. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta 
memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. 
8. Karakteristik E-Government dan Good Government 
 
C. Konsep Kualitas Pelayanan Publik 
Menurut (Deisi S. Bawoel, Markus Kaunang, Herman Najoan : 2018) ‘Kualitas pada 
dasarnya merupakan  kata  yang  menyandang  arti relative karena bersifat  abstrak,  kualitas 
digunakan untuk menilai atau menentukan  tingkat  penyesuaian suatu hal terhadap pesyaratan 
atau spesifikasinya”.  Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono (2001: 101) juga 
mendefinisikan mengenai kualitas yaitu: “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan.” Pada prinsipnya kualitas tidak lepas dari terpenuhinya kebutuhan atau 
kepentingan masyarakat yang sesuai dengan harapan yang di lakukan dengan begitu baik. 
Adanya kualitas tidak terlepas dari pelayanan. 
Pelayanan di artikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (dalam Ratminto dan 
Atik, 2005:2) Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 
melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Seperti layanan yang diberikan 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado yaitu dengan 
memberikan layanan melalui Website yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) di bentuk 
untuk dapat digunakan oleh pengguna jasa perizinan agar dapat dipermudah dalam menerima 
layanan. Moenir (1995:88) dalam pelayanan kepada Masyarakat terdapat beberapa faktor 
pendukung yang penting seperti kesadaran petugas yang melaksanakan pekerjaan, aturan yang 
melandasi tugas pekerjaan, organisasi sebagai sistem, alat kerja dan sarana prasarana yang 
memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan.  Pelayanan   dikatakan   berkualitas   atau 
memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 
(Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng; 2020). 
Setelah di pahami apa itu kualiatas dan pelayanan maka kita akan merumuskan apa itu 
kualitas pelayanan publik. Menurut Zauhar (2005), kualitas pelayanan adalah penyesuaian 
terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana kualitas ini dipandang 
sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam 
mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan 
merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya terpenuhi jika pengguna jasa itu 
mendapatkan produk yang mereka inginkan. (Rhamat L, Sofia P & Stefanus Sampe; 2019) 
“Pelayanan akan dikatakan baik apabila apartur sipil negara melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan baik. Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi dari hak-hak dan kewajiban 
antara pemerintah dan masyarakat”. Ini menunjukkan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan 
oleh penyedia layanan dalam hal ini Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Manado sebagai upaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan 
baik dengan memasarkan atau mendistribusikan produk (SIP2T) dengan mengutamakan 
kepuasan dan harapan masyarakat sebagai Pemohon Izin (pelanggan) yang dalam hal ini adalah 
yang diperintah, sesuai dengan standar pelayanan. standar pelayanan yang di maksudkan disini 
adalah Menurut Triguno (1997), standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau 
lembaga organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan 
hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Kualitas disini berarti memuaskan kepada 
yang dilayani atau pengguna jasa, baik internal maupun eksternal dalam arti optimal 
pemenuhan atas tuntutan masyarakat. Pada prinsinya standar yang dimiliki harus berkualitas. 
Faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan 
pemerintah menurut Thoha (1995:181) yaitu, Faktor Individual menunjuk pada sumber daya 
manusia yang ada dalam organisasi. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia dalam 
organisasi tentu semakin besar kemungkinan organisasi yang bersangkutan untuk 
menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Faktor Sistem yang digunakan untuk menunjuk 
pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang digunakan. Dalam hal ini pada umumnya 
semakin rumit dan berbelit-belit prosedur mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik 
(public service), justru semakin sulit mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 
Sebaliknya, semakin sederhana dan transparan mekanisme prosedur yang digunakan, maka 
semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  
Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 
aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang 
diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung 
hal tersebut, ada 10 Dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas 
pelayanan publik, yaitu: 
1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi 
2. Realiability, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat 
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan 
4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik 
oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; Universitas Sumatera Utara 
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan 
konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi 
6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat 
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko 
8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan 
9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan 
atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi 
baru kepada masyarakat 
10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan 
pelanggan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik 
terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut: 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dilihat dan sisi kesederhanaan alur pelayanan.  
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.  
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya.  
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab 
petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.  
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.  
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 
yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.  
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.  
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati.  
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 
biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.  
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 
biaya yang telah ditetapkan.  
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 
rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 
pelayanan. 
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat 
merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 




Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Malo, Manasse, dkk., 2003) , yang akan 
mengkaji efektifitas dari program pemberian informasi layanan melalui website yang dilakukan 
oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Efektifitas ini 
akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007) yang 
mengatakan untuk melihat efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indicator, 
antara lain: bagaimana pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, 
dan adanya perubahan yang nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Ata yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, 





Website dapat dijadikan suatu media oleh pemerintah dalam menjalankan tujuan e-
government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, 
seperti menggunakan internet. Peningkatan pelayanan public di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado melalui website adalah kemudahan dalam 
mengakses informasi dan pengurusan berkas kapan saja dan dimana saja, sehingga akan 
memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. selanjutnya peneliti akan membahas 
mengenai efektivitas pelayanan website yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Manado dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut. 
1. Pemahaman Program  
Program pelayanan perizinan melalui website SIP2T tidak hanya harus dipahami oleh 
pihak pelaksana saja, tetapi juga harus di pahami oleh masyarakat sebagai penerima layanan 
yang mengurus izin 
a. Sosialisasi program website SIP2T yang di dapat informan 
Upaya untuk memberikan pemahaman mengenai program pelayanan website SIP2T 
ini yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Manado yaitu mensosialisasikan lewat media sosial (facebook) dan mensosialisasikan 
ketika masyarakat yang ingin mengurus izin datang langsung di kantor. Upaya ini sepertinya 
tidak diketahui oleh semua masyarakat terlebih khusus masyarakat yang ingin mengurus 
izin karena hanya di publikasikan melalui media sosial (facebook) dan mensosialisasikan 
ketika masyarakat yang ingin mengurus izin datang langsung di kantor, akan efektif jika 
DPM-PTSP Kota Manado mensosialisasikan sebelum masyarakat datang ke kantor agar 
supaya ketika masyarakat bisa mengurus dari website, masyarakat tidak perlu datang lagi ke 
kantor untuk mengurus berkas untuk perizinan karena di dalam website sudah tercantum 
persyaratan berkas yang di perlukan. 
b. Pengetahuan informan setelah mendapatkan informasi tentang pengurusan perizinan 
melalui website SIP2T 
Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, ditemui masih banyak 
masyarakat yang tidak tahu menggunakan website setelah diberi tahu adanya pengurusan 
melalui website, informan lebih memilih untuk mengurus langsung di kantor karena tidak 
tahu cara menggunakan website dan memilih mengurus langsung di kantor karena menurut 
informan, mengurus izin harus menunggu prosesnya yang mungkin sama saja waktu 
penyelesaiannya, tetapi ada juga masyarakat yang sudah mengerti cara pengurusan melalui 
website dan menunjukan respon yang baik dimana informan yang sudah berhasil mengurus 
melalui website merasa terbantu dengan dengan adanya website tersebut karena dapat 
dimudahkan ketika mengurus izin. 
 
2. Tepat Sasaran 
Tepat sasaran dilihat dari apa yang dikehendaki dari pelaksanaan program tercapai atau 
menjadi kenyataan.  
a. Kesesuaian program website SIP2T dengan kebutuhan dan harapan masyarakat 
Ketepatan akan kesesuain program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat 
dilihat dari hasil wawancara sudah tepat sasaran karena sudah mulai ada masyarakat yang 
mengurus dari website, juga sudah sesuai karena di kaitkan dengan kondisi saat ini adanya 
pandemi covid 19 dimana lebih efektif untuk menghindari penyebaran covid 19 dengan 
mengurus lewat website. dapat dilihat juga adanya program SIP2T ini dengan pengurusan 
lewat website sudah sesuai dengan apa yang pemohon izin butuhkan dalam mengurus izin 
karena infromasi dan pengurusannya boleh diurus lewat website. Masyarakat juga ingin 
pengurusan yang cepat dan mudah jadi dilihat dari kesesuaian dengan kebutuhan dan 
harapan masyarakat dalam mengurus izin sudah tepat dengan dibuatnya pengurusan online 
lewat website SIP2T. Pemohon izin juga yang mengurus dari website sama-sama merasa 
tepat dan sesuai dengan adanya pengurusan online lewat website karena sesuai dengan apa 
yang mereka butuhkan yaitu cepat dan mudah. 
 
b. Tingkat kepuasan informan akan program pelayanan website SIP2T 
Dari hasil wawancara menunjukan tingkat kepuasan dari masyrakat terhadap 
program pelayanan melalui website SIP2T sudah cukup puas akan pelayanan melalui 
website karena tidak sulit saat mengurus melalui website sehingga informan merasa 
pengurusan menjadi mudah dan cepat. Informan yang dulunya harus bolak-balik datang ke 
kantor untuk mengurus berkas seharusnya tidak disulitkan lagi karena sudah ada pelayanan 
online yang pengurusannya bisa langsung diurus dalam website SIP2T akan tetapi 
masyarakat yang seharusnya tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus perizinan 
masih saja ditemui datang langsung di kantor untuk mengurus keperluan yang di butuhkan. 
Masyarakat yang duluhnya tidak tahu akan persyaratan mengenai kelengkapan berkas 
sudah bisa mengatahuinya melalui website karena sudah ada informasi mengenai syarat-
syarat berkas yang diperlukan, tetapi sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang 
belum mengurus perizinan melalui website. 
 
3. Tepat Waktu 
Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 
dengan standar pelayanan. 
a. Proses waktu pendaftaran formulir permohonan perizinan melalui website yang 
cepat 
Hasil wawancara menunjukan waktu pendaftaran untuk permohonan perizinan 
melalui website tidak membuang banyak waktu karena pemohon izin ketika mengakses 
website tinggal diarahkan untuk membuat akun, setelah berhasil membuat akun, pemohon 
izin tinggal melanjutkan ke formulir permohonan. Tetapi adanya keluhan dari masyarakat 
yang mengurus izin melalui website ketika menunggu kode aktivasi akun yang harus 
menunggu selama satu malam untuk bisa mendapatkan kode aktivasi yang dikirim melalui 
Gmail oleh pihak DPM-PTSP Kota Manado serta adanya keluhan dari masyarakat mengenai 
jaringan untuk mengakses website SIP2T yang lambat membuat masyarakat masih sedikit 
kesulitan untuk membuat akun. DPM-PTSP seharusnya lebih mempercepat lagi pengurusan 
akun oleh masyrakat yang mengurus izin agar tidak semakin mengulur waktu pemohon izin 
dalam membuat akun. Kode aktivasi akun sebaiknya langsung di kirim ke Gmail pemohon 
izin dengan cepat, sehingga pemohon izin bisa langsung mendapatkan aktivasi akun sebagai 
syarat pengurusan berkas. 
 
b. Proses waktu penyelesaian berkas melalui website yang cepat 
Hasil wawancara mengenai Proses waktu penyelesaian berkas melalui pelayanan 
website yang cepat menurut pihak DPM-PTSP telah mengikuti SOP yang telah di tetapkan 
yaitu 14 hari masa kerja, akan tetapi tidak semua pengurusan perizinan melalui website 
dapat berjalan sebagaimana SOP yang telah di tentukan karena semakin banyaknya 
keterlambatan pemohon izin dalam memasukan keperluan berkas yang dibutuhkan juga 
dapat mempengaruhi proses waktu penyelasian pengurusan perizinan yang dapat dilihat 
dari hasil wawancara yang menunjukan pengurusan imb masih ada saja keterlambatan 
pemohon izin dalam memasukan dena rumah dalam melengkapi berkas yang diperlukan 
karena begitu banyaknya masyarakat yang belum tahu atau belum mengerti cara membuat 
dena rumah sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian berkas. 
 
4. Tercapainya Tujuan 
a. Memberi kemudahan dalam mengurus perizinan 
Dibuatnya program pelayanan website SIP2T bertujuan untuk dapat mempermudah 
masyarakat dalam mengurus perizinan. selain dapat mempermudah masyarakat dalam 
mengurus berbagai perizinan, website SIP2T ini juga memliki fungsi sebagai penunjang 
pelaksanaan kegiatan kantor agar lebih efektif dalam melayani masyarakat. tercapainya 
tujuan memberi kemudahan bagi masyarakat yang mengurus izin sudah difungsikan 
sebagaimana mestinya, dimana informasi mengenai syarat kelengkapan berkas telah 
tercantum semua. Pengguna juga dapat mengurus dari website dengan cara mengupload 
berkas yang diperlukan. Sehingga masyarakat dapat lebih dimudahkan untuk mengurus 
berbagai perizinan. 
Dapat dilihat dari gambar diatas telah tercantum syarat berkas yang harus 
disediakan oleh pemohon untuk mengurus perizinan dan itu sesuai dengan apa yang 
dikatakan pihak DPM-PTSP Kota Manado mengenai persyaratan berkas yang sudah 
tercantum dalam website sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatakan 
informasi mengenai berkas yang diperlukan. Selain masyarakat dapat lebih mudah 
mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas, masyarakat juga dapat mengurus 
perizinan dari website, dimana ketika ingin mengurus lewat website akan di arahkan untuk 
membuat permohonan baru dan dapat memasukan berkas dari website SIP2T. 
 
b. Pencapaian tujuan program SIP2T yang dilakukan 
Hasil wawancara mengenai tercapainya tujuan program SIP2T menunjukan 
pencapaian dari DPM-PTSP Kota Manado dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 
berbasis teknologi informasi. Dengan dibuatnya program SIP2T dilihat dari proses registrasi 
dan sk terbit yaitu 358 yang diberitahu pihak DPM-PTSP Kota Manado kepada peneliti, 
menunjukan masih sedikit masyarakat yang mengurus lewat website karena Presentatif dari 
data yaitu hasil permohonan yang masuk di DPM-PTSP dan SK yang dikeluarkan yang 
tercantum didalam website dari sekian banyak masyarakat yang mengurus izin di manado 
masih sedikit yang mengurus dari website. 
 
5. Perubahan Nyata 
a. Sebelum adanya program pelayanan website SIP2T 
Sebelum adanya program website SIP2T dilihat dari hasil wawancara masyarakat 
masih diribetkan dengan pengurusan berkas yang manual karena harus datang ke kantor 
untuk mengetahui informasi persyaratan berkas dan harus ke kantor untuk melengkapi 
berkas. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan memakan waktu 
karena harus bolak-balik untuk mengurus di kantor.  
b. Sesudah adanya program pelayanan website SIP2T 
Adanya program pelayanan kepada masyarakat melalui website SIP2T 
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Masyarakat tidak kesulitan lagi 
dalam mencari informasi yang mereka butukan dalam mengurus izin karena informasi 
mengenai kelengkapan berkas sudah tercantum di dalam website. Pengurusan berkas lebih 
mudah karena untuk mengurus berkas yang di perlukan bisa di urus langsung lewat website. 
Adanya pengurusan melalui website seharusnya membuat masyarakat tidak lagi perlu 
datang ke kantor untuk memasukan berkas yang di perlukan, akan tetapi masih saja ditemui 
masyarakat yang masih mengurus langsung di kantor sedangkan proses pengurusan akan 
lebih cepat melalui website karena pengurusan melalui website beroprasi 24 jam dan waktu 
yang dibutuhkan juga tidak akan menguras tenaga dan tidak memakan banyak waktu karena 
tidak perlu bolak-balik datang ke kantor karena pihak DPM-PTSP akan memberi tahu berkas 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DPM-PTSP Kota Manado, ternyata pelayanan 
melalui website tidak efektif. Ada dua faktor yang membuat pelayanan melalui website SIP2T 
tidak efektif, yaitu :   
1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui pelayanan melalui website dan masih ada saja masyarakat yang 
datang ke kantor untuk mengurus perizinan.  
2. Waktu pelaksanaan pengurusan perizinan yang belum sesuai SOP yang telah di 
tetapkan karena masyarakat masih kesulitan dalam mengakses website SIP2T. Ini 
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